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BAB III 

KONSEP WADI’AH 

 

A. Wadi’ah 

1. Pengertian Wadi’ah 

Wadi‟ah berasal dari akar kata Wada‟a, yang 

sinonimnya Taraka, artinya: meninggalkan. Sesuatu yang di 

tinggalkan seseorang kepada orang lain untuk di jaga 

dinamakan Wadi‟ah, karna sesuatu (barang) tersebut di 

tinggalkan di sisi orang yang di titipi.
1
 

Barang titipan dikenal dalam bahasa fikih dengan al-

Wadi‟ah. Menurut bahasa al-Wadi‟ah ialah sesuatu yang 

ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (Ma 

Wudi‟a „Inda Ghair Maliki Layan Fadzahu). Al-Wadi‟ah 

berarti memberikan, makna yang kedua dari al-wadi‟ah dari 

segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, 

“Awadatuhu”, artinya aku menerima harta tersebut darinya 

(Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi‟ah „Indi). 

                                                             
1
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Secara bahasa, al-Wadi‟ah memiliki dua penerimaannya 

(I‟tha‟u al-Maliyah Fadzhu Wa Fi Qobulihi).
2
 

Disamping itu, ada juga Ulama yang menjelaskan 

bahwa arti Wadiah secara etimologi adalah perwakilan dalam 

pemeliharaan harta dan sesuatu yang disimpan di tempat 

orang lain yang bukan miliknya agar dipelihara.
3
 Al-Wadi‟ah 

dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau 

meletakkan, sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan 

dijaga. Dari aspek teknis, Wadiah dapat diartikan sebagai 

titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu 

maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja si penitip kehendaki. Adapun dalam definisi 

Syara‟ kata Wadi‟ah disebutkan untuk penitipan dan untuk 

benda yang dititipkan. Dan yang lebih rajih, Wadiah adalah 

akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan 

ini adalah al-Idaa (penitipan), bukan Wadi‟ah (barang 

titipan). Definisi akad penitipan menurut sejumlah Ulama 

dalam Madzhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari 

                                                             
2
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seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik 

disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun 

dengan secara tidak langsung (Dilaalah). Seperti perkataan 

orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, saya 

menitipkan benda kepadamu.
4
 

Sedangkan menurut istilah Wadi‟ah adalah; 

a. Menurut Syafiiyyah dan Malikiyyah, Wadi‟ah adalah 

pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang 

dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki 

seseorang, dengan cara-cara tertentu.
5
 

b. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, Wadi‟ah ialah akad yang 

intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam 

memelihara harta penitip. 

c. Menurut Idris Ahmad, Wadi‟ah adalah titipan artinya 

barang yang diserahkan (diamankan) kepada seseorang 

supaya barang itu dijaga baik-baik.
6
 

                                                             
4
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Setelah diketahui definisi-definisi al-Wadi‟ah yang 

dijelaskan para ulama diatas, maka kiranya dapat dipahami 

bahwa yang dimaksud dengan al-Wadi‟ah adalah penitipan, 

yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan 

sesuatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana 

halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, 

padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, 

maka penerimaan titipan tidak wajib menggantinya, tetapi 

bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalayannya, maka ia 

wajib menggantinya. Transaski Wadi‟ah termasuk akad 

Wakalah (diwakilkan), yaitu penitip aset (barang/jasa) 

mewakilkan kepada penerima titipan untuk menjaganya. 

Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan 

barang/uang tersebut untuk keperluan pribadi, baik 

komsumtif maupun produtif. 

2. Dasar Hukum Al-Wadi’ah 

a. Al-Qur’an 

Wadi‟ah disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, Al-

sunnah dan Ijma’ diantara ayat yang menunnukkan 

pensyariatan Wadi‟ah adalah: 
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- Surat An-Nisa ayat 58; 

                    

                     

            

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat”
7
 

- Surat Al-Baqarah Ayat 283; 

                 

                         

                       

              

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. 

                                                             
7
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Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka 

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
8
 

- Surat An-Nisa Ayat 29; 

                

                ....    

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu......”
9
 

 

- Surat Al-Maidah Ayat 1; 

               ....    

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu.....”
10

 

 

- Surat Al-Maidah Ayat 2; 

....                 

        

“.......Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”
11

 

 

 
                                                             

8
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9
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b. Landasan hukum dari hadits 

- Dari Amr bin Syuaib, Hadits riwayat Ibnu Majah 

 ع ل ي هَ َانَ مَ ضَ ف لَ ةَ عَ ي َ دَ وَ َعَ د وََ ٲ َنَ مَ 
“Barang siapa yang dititipi, makatidak kewajiban 

baginya mengganti‟‟.
12

 

 

- Hadits riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi 

 كَ ن اَخَ َنَ مَ َنَ ت َ لَ وَ َكَ نَ مَ تَ ائ َ َنَ مَ َلَ إ ََةَ انَ مَ ل َا ََدَ أَ 
“tunaikan amanat itu kepada orang yang memberi 

amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati 

orang yang mengkhianatimu”.
13

 

 

c. Landasan Hukum dari Ushul Fiqh 

- kaidah fiqh: 

 ةحَ باَ اءَالَ يَ شَ لَ َاَ ف ََلَ صَ الَ 
“pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan”

14
 

 اتر وََ ظَ حَ مَ ل اَحَ ي بَ تَ ََاتَ ر وَ رََ الضَ 
“kesusahan bisa itu bisa membolehkan perkara yang 

diharamkan”
15

 

 

d. Rusak dan hilangnya benda titipan 

Rusak dan hilangnya benda benda titipan dapat 

disebabkan oleh hal hal berikut. 
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14

Abdul Hamid Hakim, Assulam, Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, h. 
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1) Menurut Suhendi dalam buku Fikih Muamalah dan 

Kontemporer 

karangan Ismail Nawawi beliau mengungkapakan 

pendapat Sulaiman Rasyid bahwa jika orang yang 

menerima titipan mengaku bahwa benda benda titipan 

telah rusak tanpa adanya unsure kesengajaan dirinya maka 

ucapan harus disertai dengan sumpah supaya 

perkataannyaitu kuat menurut hukum, namun Ibnu al-

Munzir berpendapat bahwa orang tersebut sudah dapat 

diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkannya 

sumpah. 

2) Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang 

memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda 

benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang 

ia kelola tidak ada yang mencuri maka orangyang 

menerima benda benda titipan tersebut wajib 

menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan 

pada Atsar bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari 

Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada 

Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a 

sendiri masih ada. 
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3) orang-orang meninggal dunia dan terbukti padanya 

terdapat benda benda titipan milik orang lain, ternyata 

barang barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan 

maka barang titipan tersebut merupan utang bagi yang 

menerima titipan dan wajib dibayar oleh ahli warisnya. 

Jika terdapatsurat dengan tulisannya sendiri, yang berisi 

adanya pengakuan benda benda titipan maka surat 

tersebut dijadikan peganga karena tulisan dianggap sama 

dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh 

dirinya sendiri. 

4) Bila seseorang menerima benda benda titipan, sudah 

sangat lamawaktunya, sehingga ia tidak dapat lagi 

mengetahui dimana atau siapa pemilik benda benda 

titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan 

cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan 

yang jelas, maka benda benda titipan tersebut dapat 

digunakan untuk kepentingan agama Islam dengan 

mendahulukann hal hal paling pentingdiantara masalah 

masalah yang penting.
16
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Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban 

menjamin, kecuali jika ia melakukan kerja dengan 

sebagaimana mestinya atau melakukan Jinayah terhadap 

barang titipan. Al-wadi‟ah adalah amanat bagi orang yang 

menerima  titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu 

pemilik meminta kembali. 

Landasan dari Ijma’ adalah kesepakatan para ulama. 

Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya Wadi‟ah, 

karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad 

Wadi‟ah. Adanya Wadi‟ah sangat membantu manusia untuk 

salinsg membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi 

tujuan agama. Di Indonesia, akad Wadi‟ah mendapatkan 

legitimasi dalam KHES ayat 370-390.
17

 

3. Rukun Dan Syarat Wadi’ah 

a. Rukun Wadi‟ah  

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi 

dengan prinsip wadi‟ah adalah sebagai berikut:  

1) Orang yang menitipkan barang (muwaddi‟)  

2) Orang yang dititip barang (wadi‟)  

3) Barang yang dititipkan (wadi‟ah)  
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4) Ijab qabul (sighat). 

Menurut hanafiyah, hukum wadi‟ah terdiri atas ijab 

qabul. Yakni, pemilik aset berkata, “aku titipkan barangku 

ini kepada engkau, atau jagalah barang ini, atau ambillah 

barang ini dan jagalah”. Kemudian, pihak lain 

menerimanya. Orang yang melakukan kontrak, diisyaratkan 

orang yang berakal. Akad Wadi‟ah tidak boleh dilakukan 

oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila. Begitu 

juga mereka tidak boleh menerima akad Wadi‟ah.  

Menurut mayoritas ulama, rukun akad wadi‟ah 

terdiri atas Aqidan (penitip dan penerima), Wadi‟ah (barang 

yang dititipkan, dan sihgat (ijab qabul). Ijab qabul bisa 

dilakukan secara ferbal dengan kata-kata, atau dengan 

isyarat.
18

 

b. Syarat Wadi‟ah  

Adapun syarat-syarat Wadi‟ah adalah sebagai berikut:  

1) Orang yang melakukan akad sudah Baligh, berakal dan 

cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad 

Wadi‟ah, merupakan akad yang banyak mengandung 

resiko penipuan.  
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2) Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan 

dikuasai maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui 

jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara 

4. Hukum Menerima Benda Titipan 

Dijelaskan oleh sulaeman, bahwa hukum menerima 

benda titipan ada empat macam, yaitu sunah, haram, wajib dan 

makruh. Secara lengkap dijelskan sebagai berikut. 

a. Sunah, disunahkan merima titipan bagi orang yang percaya 

kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda 

yang dititipkan kepadanya. 

b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi 

seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima 

dan menjaga benda-benda tersebut, sementara tidak ada 

seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-

benda tersebut. 

c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup 

memelihara benda-benda titipan maka dia diharamkan 

menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima 

benda-benda titipan berarti menerima kesempatan (peluang) 

pada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan 

sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan. 
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d. Makruh, bagi orang yang percaya dirinya sendiri bahwa dia 

mampu menjaga barang titipan tetapi dia kurang yakin 

(ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini 

dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab 

dihawatirkan dia akan berhianat terhadap yang menitipkan 

dengan cara merusak benda-benda titipan atau 

menghilangkannya.
19

 

5. Macam-macam Wadi’ah 

a. Wadi‟ah Yad Amanah (kepercayaan) dimana penerima 

titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut 

sampai diambil kembali oleh penitip.Ciri-ciri Wadi‟ah Yad 

Amanah, yaitu: 

1) Penerima titipan (costudian) adalah memperoleh 

kepercayaan (trustee);  

2) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus 

dipisahkan;  

3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan;  

4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk 

memanfaatkan simpanan;  
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5) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala 

resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan 

kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena 

kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah 

berubah menjadi Wadi‟ah Yad Dhamanah    

b. Wadi‟ah Yad Dhamanah (simpanan yang dijamin) dimana 

titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip 

dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari 

hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka 

seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank 

syariah menggunakan prinsip wadi‟ah yad dhamanah untuk 

produk tabungan dan giro. Ciri-ciri Wadi‟ah Yad 

Dhamanah. Yaitu:  

1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang 

yang dititipkan; 

2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan; 

3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk 

perdagangan;  

4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh 

dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan; dan 

5) Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali 

titipannya sewaktu-waktu.  
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Perubahan Status dari Wadiah Yad Amanah menjadi 

Wadiah Yad Dhamanah Perubahan tersebut terjadi apabila  

a) Harta dalam titipan telah dicampur; 

b) Penerima titipan menggunakan harta titipan;  

c) Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada 

penitip.
20

 

c. Rusak dan hilangnya benda titipan 

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa 

benda-benda yang di titipan telah rusak tanpa adanya unsur 

kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan 

sumpah, supaya perkataannya itu kuat kedudukannya 

menurut hukum. Namun Ibnu Almunjir berpendapat, bahwa 

orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara 

hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.  

Menurut Ibnu Taymiyah, apabila seseorang yang 

memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda 

titipan ada yang mencuri sementara hartanya yang dia 

kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima 

titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu 

Taymiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar ra telah 
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meminta jaminan harta dari Annas r.a yang dinyatakan 

hilang, sedangkan harta Annas r.a sendiri masih ada. 

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya 

terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata 

barang-barang titipan itu tidak dapat ditemukan, maka ini 

merupakan hutang bagi yang menerima titipan dan wajib 

dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan 

tulisannya sendiri yang berisi tentang pernyataan benda 

titipan yang hilang, maka surat tersebut dapat dijadikan 

pegangan, karena tulisan dianggap sama dengan perkataan 

apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.  

Bila seseorang menerima benda-benda titipan yang 

sudah sangat lama waktunya, sehingga dia tidak lagi 

mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan 

tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang 

wajar, namun tidak diperoleh keterangan yang jelas, maka 

benda-benda tersebut dapat gunakan untuk kepentinagan 

agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang penting 

diantara masalah-masalah yang penting.
21
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